6. PELELANGAN/PEMILIHAN LANGSUNG GAGAL DAN TINDAK LANJUT
PELELANGAN/PEMILIHAN LANGSUNG GAGAL

a. Pelelangan/Pemilihan Langsung Gagal
1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal, apabila :

a) jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang
dari 3 (tiga) peserta;

b) jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3
(tiga) peserta;

c) sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;

d) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan
tidak sehat;

f) harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan
Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;

<) seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas
HPS;

h) sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan/pemilihan
langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen
Pengadaan ternyata benar;

1) sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan
ternyata benar; atau

j) calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah
dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam Kklarifikasi
dan/atau pembuktian kualifikasi.

2) KPA Kementerian/Lembaga/Institusi Lainnya serta PA/KPA Daerah
menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal, apabila:

a) KPA ...
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a)

b)

c)

d)

e)

Q)

h)

KPA Kementerian/Lembaga/Institusi Lainnya serta PA/KPA Daerah
sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ
karena proses Pelelangan/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan
Peraturan Presiden ini;

pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP
dan/atau PPK ternyata benar;

dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh
pihak berwenang;

sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang
tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata
benar;

Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau
menyimpang dari Dokumen Pengadaan;

calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
mengundurkan diri; atau

pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan

Presiden ini.

3) Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya selaku PA

menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal, apabila:

a)

b)

Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur
dalam pelaksanaan pelelangan/pemilihan langsung yang melibatkan
KPA, PPK dan/atau ULP, ternyata benar; atau

Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA,

ternyata benar.

4) Kepala Daerah menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal, apabila:

a)

Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur
dalam pelaksanaan pelelangan/pemilihan langsung yang melibatkan
PA, KPA, PPK dan/atau ULP, ternyata benar; atau

b) Pengaduan ...
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b) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA
dan/atau KPA, ternyata benar.

5) Setelah pelelangan/pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka ULP
memberitahukan kepada seluruh peserta.

6) Setelah pemberitahuan adanya pelelangan/pemilihan langsung gagal, maka
ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan/pemilihan
langsung gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:
a) evaluasi ulang;

b) penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
c) pelelangan/pemilihan langsung ulang; atau

d) penghentian proses pelelangan/pemilihan langsung.

b. Tindak Lanjut Pelelangan/Pemilihan Langsung Gagal

1) ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan/pemilihan
langsung gagal, antara lain :

a) kemungkinan terjadinya persekongkolan;

b) adanya persyaratan yang diskriminatif;

c) spesifikasi teknis terlalu tinggi;

d) spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu;

e) nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;

f) nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau

) kecurangan dalam pengumuman.

2) Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan/pemilihan
langsung gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan,
maka pelelangan/pemilihan langsung diproses seperti
pelelangan/pemilihan langsung baru.

3) ULP menindaklanjuti pelelangan/pemilihan langsung gagal dengan
ketentuan sebagai berikut:

a) apabila jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga),
maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari
peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta
yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian
kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi;

b) apabila ...
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b) apabila sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata
benar, maka dilakukan penilaian kualifikasi ulang dan mengumumkan
kembuali hasil penilaian kualifikasi ulang;

c) apabila jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang
dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang untuk mengundang
peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran;

d) apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka
dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang
peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta
yang terlibat terjadinya persaingan tidak sehat, dikenakan sanksi
dimasukkan dalam daftar hitam;

e) melakukan pelelangan/pemilihan langsung ulang, apabila :

(1) dalam kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lump sum dan
harga satuan, semua penawaran terkoreksi yang disampaikan
peserta melampaui HPS;

(2) dalam kontrak /ump sum, semua penawaran di atas HPS;

(3) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; dan/atau

(4) pelaksanaan pelelangan/pemilihan langsung melanggar Peraturan
Presiden ini.

f) apabila pelaksanaan pelelangan/pemilihan langsung tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, maka dilakukan
evaluasi ulang;

) apabila Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini
dan/atau sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen
Pengadaan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen
Pengadaan, dilakukan pelelangan/pemilihan langsung ulang dengan
mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta
lama yang telah masuk dalam daftar peserta;

h) apabila pelelangan/pemilihan langsung gagal karena pengaduan
masyarakat atas terjadinya KKN dari calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, diatur ketentuan sebagai
berikut :

(1) apabila ...
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(1) apabila PA, KPA, PPK dan anggota ULP tidak terlibat KKN, maka
ULP:

(a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar
peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran
ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga);
dan/atau

(b) melakukan pengumuman pelelangan/pemilihan langsung
ulang untuk mengundang peserta baru.

(2) apabila PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP terlibat KKN, maka
dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat
KKN, kemudian:

(a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar
peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran
ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga);
dan/atau

(b) melakukan pengumuman pelelangan/pemilihan langsung
ulang untuk mengundang peserta baru.

(3) dalam hal ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para
peserta, maka ULP:

(a) meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa
koefisien dan harga satuan dasar upah, bahan dan alat serta
membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis
terdekat;

(b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan

(c) menghentikan proses pelelangan/pemilihan langsung, apabila
hasil penelitian dan pemeriksaan mengarah kepada terjadinya
KKN.

(4) peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi :

(a) Jaminan Penawaran disita dan dicairkan untuk negara;

(b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta
pengurusnya; dan

(c) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PA, ...
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(5) PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat KKN, dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) apabila pelelangan/pemilihan langsung <agal karena pengaduan
masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedur ternyata benar, maka
dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat,
kemudian:

(1) mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran
ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan

(2) PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat, dikenakan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

j) apabila calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah
dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam Klarifikasi dan/atau verifikasi
kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka ULP :

(1) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar
peserta kecuali peserta yang tidak hadir tersebut, untuk
mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis
dan harga); dan/atau

(2) melakukan pengumuman pelelangan/pemilihan langsung ulang
untuk mengundang peserta baru; dan

(3) memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir tersebut
berupa :

(a) Jaminan Penawaran disita dan dicairkan untuk negara; dan
(b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta
pengurusnya.

k) pelelangan/pemilihan langsung gagal karena calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri, dilakukan
pelelangan/pemilihan langsung ulang dengan cara sebagai berikut :

(1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan
penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama
dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang
mengundurkan diri); atau

(2) mengundang ...
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(2) mengundang peserta lama dan mengumumkan kembali untuk
mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya
mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang
dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); dan

(3) memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri
berupa:

(a) jaminan penawarannya disita dan dicairkan untuk negara; dan
(b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta
pengurusnya.

) Apabila dalam pelelangan/pemilihan langsung ulang pesertanya kurang
dari 3 (tiga), maka :

(1) proses pelelangan/pemilihan  langsung dilanjutkan  dengan
melakukan negosiasi harga, dalam hal peserta yang memasukan
penawaran hanya 2 (dua); atau

(2) proses pelelangan/pemilihan langsung dilanjutkan seperti proses
Penunjukan Langsung, dalam hal peserta yang memasukan
penawaran hanya 1 (satu).

m) Apabila pelelangan/pemilihan langsung ulang mengalami kegagalan,
maka :

(1) anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak
mencukupi;

(2) dapat dilakukan pelelangan/pemilihan langsung kembali dengan
terlebih  dahulu  melakukan  pengkajian ulang penyebab
pelelangan/pemilihan langsung ulang gagal apabila waktu masih
mencukupi; atau

(3) PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran)
untuk pekerjaan lain.

n) PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta
Pelelangan/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau
Pelelangan/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.

C. PENANDATANGANAN ...

LAMPIRAN Il TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI HALAMAN I11-105



